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KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan
dengan Perkada dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pegawai ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, tambahan
penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.
DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856),
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897,

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 26);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis
Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Nomor 6);
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17. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 48);

18. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas
dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 63)
sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas
dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 23);

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud
Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

b. Tujuan
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja bertujuan untuk:
1. meningkatkan disiplin, motivasi dan kinerja PPPK;
2. meningkatkan kesejahteraan PPPK ; dan

3. mewujudkan pemerintahan yang bersih serta terciptanya pelayanan
publik yang lebih baik bagi masyarakat.
c. Sasaran
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
RUANG LINGKUP
ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini
meliputi tata cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

PENUTUP

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diteliti secara komprehensif
serta dilakukan pengkajian berkaitan dengan materi muatan Rancangan
Peraturan Gubernur.

Palembang, 2025
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